KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAWI KULON
KECAMATAN SLAWI, KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 141/ 9 / Il / 2026

TENTANG
UNG TUNAI DESA

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGS
N TEGAL

DESA SLAWI KULON, KECAMATAN SLAWI, KABUPATE
TAHUN ANGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAWI KULON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peratu;'an
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun
2024 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2026, Daftar keluarga penerima .manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil

musyawarah Desa; _
b. bahwa berdasarkan pertimbarngan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6
Tahun2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
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Pemeﬁ“tah
Kedua AtaS
014 tentang
r 6 Tahun

beberapa kali terakhir dengan P eratura:
Nomor 11 Tahun 2010 tentang perubaha
€raturan  Pemerintah Nomo 43 T mo
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undan® -

ubli
2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Rsfmbaran

Tahun 2019 Nomor 41, Tambaharn
sePUblik Indonesia Nomor 6321);
eraturan Pemerintah Nomor
Pengelolan Transfer ke Daerah (Lembaran Negafa
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahar!
Negara Republik Indonesia Nomor DA 111 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ;
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Ber!
Republik Indonesia Tahun 2014 NomorT 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Kewenangan Desa (Berita Negar
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Negara Republik Indonesia Tahun 7018 Nomor 611); .
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentarfg
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203 ),
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1000);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, Fian Penggunaan Dana Desa Tahun
Angaran 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1083);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Bada
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupate:

3 tentang

Tahun 2018
Desa (Berita
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mbaraﬁ
Tegal Tah 6 Tambaha? Le Peraturan
un 2015 Nomor U, diubah der‘lgaﬂ16 tentang

Nomor 94) : lah
, sebagaimana teld hun
Daerah Kabupaten Tegal Nomo~ 14 gzpateﬂ gal Nomo™
Perubahan Atas Peraturan Daeré a perang a ah
6 Tahun 2015 tentang Kepala D€s% n Daer
entang (Lembara bahaﬂ

Desa

6 Nomor 14 ToT

Badan Permusyawaratan
Kabupaten Tegal Tahun 201
Lembaran Daerah Nomor 111); pun 2
Peraturan Bupati Tegal Nomor go Ta Asal
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Kabupaten
Kewenangan Lokal Bersekala DA 5 018 Nomor 80);
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2 2019 tentang
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahurl_ pah dengan
Pengelolaan keuangan Desa, yang peliatt dlu021 tentang
Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2 ¢
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nem& Daerah
2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita
Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24); .
Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tftntang ata
Cara Prnyusunan Peraturan di Desa (Benta Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2022 tentang
Mekanisme Pemutakhiran Data terpadu Kesejahteraan
Sosial Integratif (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2022 Nomor 65);

Peraturan Desa Slawi Kulon Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Slawi Kulon
(Lembaran Desa Slawi Kulon Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAWI KULON TENTANG DAFT
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG 'TUN}X?

DANA DESA DI DESA SLAWI KULON, KECAMATAN

slawi

KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026
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?alam Peraturan Kepala Desa ini yang di
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BAB |
KETENTUAN UMUM

pasal 1
ma ksud dengal™

Daerah adalah Kabupaten Tegal
Kecamatan adalah Kecamatan Slawl

Desa adalah Desa Slawi Kulon. erin
Pemerintah Pusat selanjutny@ disebut oo
Presiden Republik Indonesia yang memega
Pemerintahan negara Republik Indones RePUblik
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar N€

Indonesia Tahun 1945. d
1 rah dan
Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Dae

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang rnenyellenggar::j(az\rsl
urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan d li.m
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—lu'asn}ra a -
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengarn

nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan ~ rumah  tangga desanya  dan
melaksanakan tugas dari Pemerin :
Daerah; y Bh dan Pemeriniah
]l;(;r;nilz;gesa adalah unsur staf yang membanty Keials
penyusunan Kkebijakan dan koordinas;
diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendlul)zng
n
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yani

tﬂh adalah
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ur
. dan uns
, alam bentuk pel2 pE
kewilayahan ‘sebll deng?’’
Bad : tau yans g fungs!
an Permusyawaratan Desd ata L ksana :
Fihn jali sigkn Jessbege TERE BT L ekl B
Pemerintahan yang anggotarlya merukplan
penduduk Desa berdasarkan keterwak!
ditetapkan secara demokratis al
Fn n nam
Musyawarah Desa atau yang disebut densa an Desa
adalah musyawarah antara Ba & arakat yang
Pemerintah Desa, dan unsw mast}’an Desa untuk
diselenggarakan oleh Badan Permusy -awara
menyepakati hal yang bersifat strategis: i
Peraturan Desa adalah peraturan perundang
Peraturan di desa adalah peraturan ¥ e5e

D
Peraturan Desa, Peraturarnl persama Kepala

Peraturan Kepala desa; dibah
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dI
disepakati bersama BPD.

Kewenangan Desa adalah kewenangan ya :
meliputi  kewenangan  di bidang penyelenggarad

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa
masyarakat Desa sesuai dengan

dan Permy

atau prakarsa
perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana RKegintan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat Ri(P
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangk
waktu 1 (satu) tahun. 2
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa v
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu bery yang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksa Pa uang
dan kewajiban Desa. naan hak
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2 . y -
. Aflggar an Pendapatan dan Belan? Deiga“ -
glsebt“ APB Desa, adalah rencand s
€merintahan Desa. Hihan kegiat‘an
22. Priorita esa adalah pilih ilihan
s Penggunaan Dana D P

yang didahulukan dan diutamaka? s
kegiatan lainnya untuk dibiayai 4en8a" =7 5y i anggara”

23. Dana Desa adalah dana yang bersul®’ : antukkan bag!
pendapatan dan belanja negara yané diper dapa dan
Desa yang ditransfer melalui anggaraﬂ. s
belanja Daerah Kabupaten
membiayai penyelenggaraan
pelaksanaan pembangunan
kemasyarakatan Desa, dan P
Desa. ) - at

24. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya dls;ndg:na
BLT Desa adalah pemberian bantuan langsung berukp luarga
tanuai yang bersumber dari Dana Desa kepada e it
penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawalr
Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undanga.

25. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata,
Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa
peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Desa,

/ t
emberdayaan masyaraka

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan
kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima
manfaat.

Pasal 3

(1) Keluarga penerima manfaat BLT D .
el dalees Pasal 3 GarRanken it |mane
miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berd e
data yang ditetapkan Pemerintah. rdasarkan

(2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah se
dimaksud pada ayat (1) menggunakan kely

luarga

bagaimang
arga desil |
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T

(satu) data pensasaran

kt‘miskinan ekstrem.
(3)

dimaksud pada ayat (2),

keluarga penerima man

terdaftar dalam keluarga

4 (empat) data pensasa
o kemiskinan ekstrem.

dapat menetapkan calon
Desa berdasarkan kriteria sebag

ow

c. tidak menerima bantuan
harapan;

d. rumah tangga dengan anggota ruma

lanjut usia; dan/atau;

e. perempuan kepala keluarga dari kel

Pasal 4

perCePamn

t data
Dalam hal Desa tidak terdapgesi] 1

terdaftar dalam keluargaDesa dapat ™°.

faat BLT De
desil 2 (dud
ran percepa

data kelu
t (2) dan aya
penerlm
al perikut:

Dalam hal Desa tidak terdapat

sebagaimana dimaksud pada ay4
keluarga

kehilangan mata pencaharian, g
mempunyai anggota keluarga

menahun/kronis dan/atau difabel;
sosial

penghapusar

s ket ng
miskin Y&

keluar)gasebagalma“a
(satu an calon

)sampai ”
n pe

iskin
arga mis
t (3), Desa

2 manfaat BLT

program keluarga
h tangga tunggal

uarga miskin

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran
penierima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa)

dituangkan dalam

terpisahkan dengan peraturan ini.

(1) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunaj

3)

BAB III

lampiran yang menjadi

bagian tidak

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 5

dengan metode tunai;

ditetapkan sebesar Rp.300.000,
setiap bulan selama 12 (dua
penerima manfaat;

Besaran BLT sebagaimana dimaksud ayat
kepada keluarga penerima manfaat dilgk

oleh Pemerintah desa

Desa (BLT Desa)

- (tiga ratus riby ryp;
piah)
belas) bulan per keluarga

(2) d ibayarkan
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Pza\sal 6

Ket .
" €Nntuan tentang pelaksanaan keglatﬂ:ng mengatu’
'pedoman pada Peraturan Bupati ¥

Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
PENUTUP
M Pasal 7 d anggal
eraturan Kepala Desa ini mulai perlaku pada
diundangkan.
i setiap orang mengetahuinya, mem‘en'ntahkan
Kepala Desa ini dengan

pengundangan  Peraturan
penempatannya dalam Berita Desa Slawi Kulon.

- Slawi Kulon.
- 13 Februari 2026

Ditetapkan di
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Lampiran Keputusan Kepala pesa slawi Kulon
Tentans paftal Keluargd penerima
TF\ Manfaat pLT-Dand pesa TA 2026
Q.
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